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Per syaratan

1. pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan

2. petugas meneliti kelengkapan berkas
Sistem, M ekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5-10 menit
Biaya/ Tarif
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rekomendasi pembuatan Domisili

Pengaduan Layanan
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Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari
penyedia layanan dalam hal ini instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Segala bentuk kritik
maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada suatu instansi merupakan sebuah koreksi untuk
perbaikan pelayanan itu sendiri ke depannya. Untuk itu pemerintah membutuhkan strategi penanganan
pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai informasi kebijakan

proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan.

Pelayanan publik menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 1
ayat 1, diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Untuk itulah setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang
berkualitas. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
tersebut. Pelayanan yang berkualitas ini akan menjadi tolok ukur bagi kinerja instansi pemerintah.
Pelayanan publik harus responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat. Responsivitas

ini menjadi penting bagi peningkatan pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan
pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi
pelayanan publik. Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik
dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing
penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam

pengelolaan pengaduan pelayanan publik
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